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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2017/PA Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan

penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Asrida  binti  Lamani,  umur  36 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  karyawan

Yakult,  pendidikan  SMP,  bertempat  tinggal  di  Dusun  I

Takkalasi,  Desa  Takkalasi,  Kecamatan  Maritengngae,

Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan. 

DUDUK PERKARA

      Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November

2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

dalam  register  perkara  Nomor  188/Pdt.P/2017/PA  Sidrap  tanggal  15

November 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Perwalian anak terhadap:
Nurhalizah Bukman binti Bukman, umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pelajar,  Bertempat  Tinggal  di  Dusun  I  Takkalasi,  Desa
Takkalasi,  Kecamatan  Maritengngae,  Kabupaten  Sidenreng
Rappang.

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa  Pemohon  menikah  dengan  almarhum  Bukman  bin
Mantaring  di  laksanakan  di  Takkalasi  Kecamatan  Maritengngae,
Kabupaten  Sidenreng  Rappang  pada  Tanggal  17  Maret  2003
sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 89/09/IV/2003
yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.
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2. Bahwa  dalam  perkawinan  Pemohon  dengan  almarhum
Bukman bin Mantaring telah dikaruniai satu orang anak yang bernama
Nurhalizah Bukman binti Bukman, umur 12 tahun.
3. Bahwa almarhum Bukman bin Mantaring meninggal dunia pada
hari  Jum’at  tanggal  30  Juni  2017  berdasarkan  Surat  keterangan
kematian  yang  dikeluarkan  Kepala  Desa  Takkalasi   nomor
464.3/005/DT.XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
4. Bahwa  pemohon  mengajukan  hak  perwalian  terhadap  anak
bernama Nurhalizah Bukman binti Bukman dikarenakan anak tersebut
dianggap  belum  dewasa/belum  cakap  untuk  melakukan  segala
perbuatan hukum.
5. Bahwa permohonan  penetapan  perwalian  ini  dalam rangaka
mengurus kelengkapan berkas pengurusan transaksi  jual  beli  harta
warisan Almarhum Bukman bin Mantaring dan untuk keperluan hukum
lainnya.
6. Bahwa  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  untuk
mengurus  hak  anak  kandung  pemohon  tersebut  maka  pemohon
bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Nurhalizah Bukman binti
Bukman.

       Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon bermohon
kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang
berkenan  membuka  persidangan  guna  memeriksa  perkara  ini  dan
selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan  pemohon Asrida  binti  Lamani  sebagai  wali  dari
anak yang bernama Nurhalizah Bukman binti Bukman.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

 Apabila  majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan. 

Bahwa  selanjutnya  majelis  hakim  membacakan  surat  permohonan

Pemohon  yang  isinya  Pemohon   menyatakan  tetap  pada  dalil

permohonannya.

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti  surat sebagai berikut : 
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti  surat sebagai berikut : 

a. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  7314071804160005  atas  nama

Kepala  Keluarga  Hj. Aminah yang  dikeluarkan  pada  tanggal  27

November 2017  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  bermeterai  cukup,

distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh

Ketua Majelis di beri kode P 1.

b. Asli  Silsilah Keturunan Abd.  Rahim Umar dengan Hj.  Aminah yang

diajukan oleh Hj. Amina pada tanggal 28 November 2017, diketahui oleh

Kepala  Lingkungan  II  Kelurahan  Wala dan  Lurah  Wala,  oleh  Ketua

Majelis di beri kode P 2.

c. Fotokopi  Pencatatan  Sipil  (Warga  Negara  Indonesia)  Kutipan  Akta

Kelahiran Nomor 7314-LT-27112017-0090 atas nama Arya Rahim yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  Kependudukan  dan  Pencatatan

Sipil  Kabupaten Sdienreng Rappang pada tanggal 27 November 2017,

bermeterai  cukup, distempel  pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P3

d.  Asli  Surat  Keterangan  Kematian  anas  nama  Abd.  Rahim  Umar, yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Kelurahan  Wala, Kecamatan  Maritengngae

Kabupaten  Sidenreng  Rappang  dengan  Nomor  Reg.  44/KLWL-

MT/XI/2017 tanggal 8 November 2017, bermeterai cukup, distempel pos,

oleh Ketua Majelis di beri kode P4.

Bahwa selain  bukti  tertulis,  Pemohon juga mengajukan saksi-saksi,

yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan yaitu :

1. Hj. Nurmiati binti H. Hasan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Banteng,

Kelurahan,  Kecamatan  Lautang  Benteng,  Kabupaten   Sidenreng

Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :
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- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Aminah karena saksi

adalah ipar Pemohon;

- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon, bernama Abd. Rahim

Umar namun telah meninggal dunia;

- Bahwa  suami  Pemohon  meninggal  dunia  pada  tanggal  10

Desember 2014 karena sakit;

- Bahwa Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai  3 (tiga)

orang anak masing-masing : 

1. Rahmina  Rahim,  Amd,  Keb  binti  Abd.

Rahim Umar, umur 21 tahun;

2. Rian bin Abd. Rahim Umar, umur 19 tahun;

3. Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar, umur 13

tahun 8 bulan;

- Bahwa anak Pemohon bernama Arya Rahim bin Abd Rahim

Umar saat ini masih dibawah umur dan tinggal bersama Pemohon dan

Pemohon yang membiayai seluruh kebutuhan Arya Rahim;

- Bahwa  setahu  saksi  Pemohon  sangat  sayang  kepada  Arya

Rahim  apalagi  saat  ini  hanya  tinggal  bersama  Pemohon  karena

ayahnya telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon saat ini mewakili anaknya (Arya Rahim) untuk

menandatangani  surat  kelengkapan  penjualan  tanah  warisan  dari

almarhum Abd. Rahim Umar;

- Bahwa seluruh anak Pemohon setuju atas maksud Pemohon

apalagi hasil penjualan tanah dipergunakan untuk Pemohon bersama

anaknya;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya. 

2. Farida binti La Sennang, umur 43 tahun, agama  Islam, pendidikan

SMP,  Pekerjaan  Urusan  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  bertempat

tinggal  di  Jl. Banteng,  Kelurahan,  Kecamatan  Lautang  Benteng,
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Kabupaten  Sidenreng Rappang,  di bawah sumpah memberi keterangan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Aminah karena saksi

adalah tante Pemohon;

- Bahwa  saksi  tahu  Pemohon  telah  menikah  dengan  laki-laki

bernama Abd. Rahim Umar namun suami Pemohon telah meninggal

dunia;

- Bahwa  suami  Pemohon  meninggal  dunia  pada  tanggal  10

Desember 2014;

- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;

- Bahwa Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai  3 (tiga)

orang anak masing-masing  1.  Rahmina Rahim, Amd, Keb binti Abd.

Rahim Umar, umur 21 tahun, 2. Rian bin Abd. Rahim Umar, umur 19

tahun dan 3. ;Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar, umur 13 tahun 8

bulan;

- Bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama Arya Rahim bin

Abd Rahim Umar saat ini masih dibawah umur dan tinggal bersama

Pemohon;

- Bahwa  selama  ini  Arya  Rahim  dibiayai  oleh  Pemohon  dan

seluruh kebutuhan Arya Rahim ditanggung oleh Pemohon;

- Bahwa  setahu  saksi  Pemohon  sangat  sayang  kepada  Arya

Rahim  apalagi  saat  ini  hanya  tinggal  bersama  Pemohon  karena

ayahnya telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon saat ini mewakili anaknya (Arya Rahim) untuk

menandatangani  surat  kelengkapan  penjualan  tanah  warisan  dari

almarhum Abd. Rahim Umar;

- Bahwa seluruh anak Pemohon setuju atas maksud Pemohon

apalagi  hasil  penjualan  tanah  dipergunakan  untuk  keperluan

Pemohon bersama anaknya;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Hal.5 dari 13 Penetapan No.188/Pdt.P/2017/PA Sidrap
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Bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara

persidangan  dalam  perkara  ini  harus  dianggap  telah  termasuk  dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pokok  permohonan  Pemohon  adalah  untuk

mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal  kedudukan hukumnya

sebagai wali atas anak Pemohon bernama Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar

dan  yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Abd. Rahim Umar,

bahwa Abd. Rahim Umar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember

2004.  Permohonan  tersebut  dimaksudkan  Pemohon untuk  kelengkapan

Adminitrasi  untuk penjualan tanah warisan dari Almarhum Abd. Rahim Umar

dan urusan lain-lain.

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,

Pemohon  mengajukan  bukti  P.1  s.d.  P.4.  Alat  bukti  tertulis  tersebut

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata

cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil  dan materil  akta autentik yang nilai

pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),

dan  selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi

yang bernama Hj. Nurmiati binti H. Hasan dan Farida binti La Sennang yang

tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian telah

cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai

berikut :

- Bahwa Pemohon dan Abd. Rahim Umar pernah menjadi suami istri;
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- Bahwa dari  perkawinan  Pemohon dengan Amiruddin tersebut  telah

lahir  3 anak namun anak ketiga bernama Rian bin Abd. Rahim umur 13

tahun 8 bulan belum cukup umur.

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Abd Rahim Umar putus karena

Abd.  Rahim Umar  telah  meninggal  dunia  pada  tanggal  10  Desember

2004.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

pengadilan  selanjutnya  akan  mempertimbangan  pokok  permohonan

Pemohon  sebagaimana  tercantum  dalam  petitum  angka  2  surat

permohonannya.

Menimbang,  bahwa  perwalian  secara  umum  meliputi  2  hal  yaitu

perwalian  terhadap  diri/pribadi  dan  perwalian  terhadap  harta.  Perwalian

terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan

perkawinan  dan  perwalian  dalam  urusan  pribadi  lainnya,  meliputi

pemeliharaan  wali  terhadap  diri  orang  yang  ada  di  bawah  perwaliannya,

seperti pendidikan, dan kesehatan. 

Menimbang,  bahwa  Pasal  47  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau

belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan

orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya

pada ayat  (2)  pasal  tersebut  disebutkan bahwa orang tua  mewakili  anak

tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di

luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut

hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbariyah, yaitu kekuasaan yang

timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang

tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam

keadaan-keadaan yang sudah diatur  tersendiri  oleh perundang-undangan,

seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang

tua atas anaknya.  Jadi,  kedudukan orang tua  sebagai  wali  bagi  anaknya
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diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari

orang-perorang  tertentu,  bukan  pula  karena  adanya  permintaan  atau

penunjukan dari siapapun. 

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 -sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau

menunjuk  salah  satu  ayah atau ibu,  tapi  menggunakan kata  “orang tua”,

yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap

Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang

kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal

31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa

dalam  rumah  tangga  isteri  memiliki  kedudukan  yang  seimbang  dengan

suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami

maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal

41  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  diatur  bahwa  ibu  dan

bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anaknya  dalam  hal

perkawinan  putus  karena  perceraian.  Dengan  demikian,  selain  ayah,

ketentuan  perundang-undangan  juga  menetapkan  ibu  sebagai  salah  satu

pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang,  bahwa  seperti  halnya  dengan  aturan  perundang-

undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum

Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung

jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits

yang diriwatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

 

Artinya : “…dan suami adalah pemimpin bagi  anggota keluarganya

dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  (akan  hal

tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah
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tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya,

dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang,  bahwa  jika  uraian  pertimbangan  tersebut  di  atas

digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu

dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  suami  Pemohon  meninggal  dunia,

perwalian  terhadap  seorang  anaknya  (Arya  Rahim bin  Abd.  RahimUmar)

menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Abd. Rahim Umar ayah

dan Pemohon Hj. Aminah binti H. Toaha sebagai ibu. Kematian Abd. Rahim

Umar pada  tanggal  10  Desember  2004 kemudian  secara  serta  merta

menghapuskan hak perwaliannya atas seorang anaknya tersebut.  Karena

itu, hak perwalian atas anak bernama Arya Rahim untuk selanjutnya hanya

ada pada ibunya (Pemohon). 

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak

perwalian  terhadap  anaknya,  Pengadilan  menilai  bahwa  permohonan

Pemohon sudah  selaras  dengan  maksud  ketentuan  perundang-undangan

serta hukum syar’i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan. 

Menimbang,  bahwa  namun  demikian,  demi  kepentingan  edukasi

terhadap  masyarakat  sebagai  pengguna  hukum,  pengadilan  wajib

menegaskan  bahwa  penetapan  ini  bukan  sumber  adanya  kedudukan

Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya,

sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak

atas  kedudukan  tersebut.  Penetapan  ini  sekedar  produk  yuridis  yang

menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali  karena adanya hubungan

hukum  antara  ibu  dengan  anak,  dan  pengadilan  wajib  mengadili  karena

dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang,  bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu  pula

untuk  mempertimbangkan  perihal  batasan  serta  cakupan  kewenangan

Pemohon dalam menjalankan  kekuasaan  atau  hak  perwaliannya  sebagai

orang tua.
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Menimbang,  bahwa terhadap  ketentuan  Pasal  47  ayat  (1)  dan  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas

anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum

Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan

kepada  ayah  atau  laki-laki  dari  garis  keturunan  ayah.  Oleh  karena  itu,

kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum

mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya,

kecuali dalam hal sebagai wali nikah. 

Menimbang,  bahwa  sebagai  konsekuensi  yuridis  dari  kedudukan

Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas

ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang

mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta

dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului  dengan

surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang,  bahwa  dalam  urusan  pemeliharaan  dan  pengelolaan

hak-hak  anak  yang  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua  atau  di  bawah

perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An’am ayat 152 berfirman :

رَبوُاْ مَالَ وَلاَ َ ِٱلۡيتَِيمِقۡ ت لغَُ أشَُدلهُٱلتَِّي إلِل ب َ لىٰ ي سَنُ حَت َ بۡ هيَِ أ ١٥٢ۚ …ۥحۡ  

Artinya : “dan  janganlah  kamu  dekati  harta  anak  yatim,  kecuali  dengan

cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  firman  Allah  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  juga  mengambil  alih,  untuk  dijadikan  pertimbangan  dalam

penetapan ini,  pendapat  Al  Wahbah Azzuhailiy  dalam kitabnya  al  Fiqh  al

Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

 

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang

ada dalam perwalian/kekuasaannya.”
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Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  tegas  dan  jelaslah  bahwa

terhadap  hak  seorang  anak  bernama  Nama  anak  yang  berada  dalam

kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya

demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang,  bahwa  permohonan  perwalian  tidak  boleh  bertujuan

melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian sebagai

persyaratan  untuk  Pemohon  untuk  kelengkapan   Adminitrasi   untuk

penjualan tanah warisan dari Almarhum Abd. Rahim Umar, sepanjang tujuan

penjualan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya, Majelis Hakim hanya

menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut

bertentangan  atau  tidak  dengan  hukum,  berdasarkan  tujuan  Pemohon

mengajukan  perwalian  tersebut,  maka  Majelis  Hakim memandang  bahwa

tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  dengan  demikian  petitum  angka  2  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai

wali atas anaknya yang bernama Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar.  

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan

sebagaimana  dinyatakan  dalam  penjelasan  Pasal  49  ayat  (2)  Undang-

Undang Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon.

Memperhatikan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  dan

ketentuan hukum syara’ yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan pemohon  

2.  Menetapkan pemohon Asrida binti  Lamani sebagai wali  dari  anak yang

bernama Nurhalizah Bukman binti Bukman;
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3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang  pada  hari  Rabu

tanggal  6 Desember 2017  Masehi bertepatan , oleh kami Dra. Rodawiyah

sebagai   Ketua  Majelis  serta  Muh.  Gazali  Yusuf,  S.Ag  dan  Toharudin,

S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

   Hakim Anggota,                 Ketua Majelis

              

             

           

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag                       Dra Rodawiyah 

              

             
Toharudin, S.HI.,M.H. Panitera Pengganti,

      

Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp     30.000,00
2. Biaya ATK : Rp     50.000,00
3. Biaya

Panggilan

: Rp   75.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp      5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp   6.000,00
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Jumlah : Rp   166.000,00
   (seratus enam puluh enam ribu  rupiah)

Hal.13 dari 13 Penetapan No.188/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


